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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 






ض dad d de (dengan titik di 
bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah , apostop 






Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  




a dan i 
 
  












Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 















a dan garis di 
atas 
  












u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 





Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  يber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(ي     ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 






ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-
Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 





baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
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Judul dari skripsi ini adalah Sistem Penetapan Perwalian Anak dalam Perkara 
Kewarisan di Pengadilan Agama Klas IA Makassar. Rumusan masalah dalam hal ini 
adalah kedudukan harta anak yang masih di bawah perwalian dan kedudukan wali 
terhadap harta warisan anak dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar. Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memutuskan proses 
permohonan penetapan perwalian untuk anak dibawah umur dan bagaimana memberi  
hubungan antara wali dan anak yang berada dibawah perwaliannya, tentang harta 
yang diserahkan kepadanya. Namun, wali dapat mempergunakan harta orang yang 
berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut 
kepatutan atau bil ma‟ruf kalau wali itu fakir. 
Pada penelitian lapangan kualitatif deskripstif. Penelitian ini 
menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian yang diperoleh 
dari informan  dilapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang 
kondisi yang ada dengan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan 
dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian. Sedangkan Pendektan yang digunakan 
ada 2 pendekatan yaitu Pedekatan Yuridis yaitu suatu metode atau cara yang 
digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi 
dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan Teologi Normatif (Syar‟i) yaitu 
pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 
diteliti. Dan teknik pengumpulan datanya adalah interview. Interview ini dilakukan 
untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara 
dilakukan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang 
pernah membagi harta warisan. 
Setelah diadakan penelitian ditemukan bahwa penetapan perwalian atau ahli 
waris sebagai pemohon yang dilakukan di pengadilan agama akan diberikan kuasa 
insidentil. dalam sistem penetapan perwalian anak dalam perkara kewarisan di 
Pengadilan Agama Makassar sudah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku di 
Indonesia dan sesuai dengan hukum islam, serta dalam mempertimbangkannya pula 








A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Perkawinan adalah 
akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam 
tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hubungan timbal 
balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.
1
 Perkawinan tidak hanya 
menyatukan dua insan saja melainkan keluarga kedua belah pihak serta menimbulkan 
hubungan hukum antara keduanya. 
Setiap kegiatan tentunya memiliki sebuah tujuan. Begitupun perkawinan juga 
mempunyai tujuan yang mulia yaitu sebagai jalan memuaskan naluri seks manusia, 
memperbanyak keturunan, menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan 
memelihara diri seseorang agar terhindar dari perbuatan zina. Jadi perkawinan 
merupakan jalan yang baik dalam menghindarkan hal-hal buruk yang terjadi bagi 
mereka yang sudah waktunya melakukan perkawinan.
2
 
Menurut Soemiyati, dalam hal memperoleh keturunan setelah terjadinya 
perkawinan mengandung dua segi kepentingan yaitu kepentingan secara individual 
dan secara universal. Secara individual, anak merupakan penolong baik dalam 
kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang tua mereka. Sedangkan secara 
universal, anak-anak tersebut yang akan menjadi penyambung keturunan seseorang
                                                          
1
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39. 
2
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi‟i, Hanafi, Maliki, 





 dengan cara yang sah dan teratur. Selain itu, keturunan yang diperoleh akan 
menghindarkan dari percampur-adukan keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan 
manusia dapat dipelihara di atas dasar yang sah serta setiap orang tua akan tahu siapa 
anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka begitupun sebaliknya. 
Jadi melalui perkawinanlah peraturan seperti itu dapat tercapai.
3
 
Setelah terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum 
sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. 
Adapun hak bersama suami istri yaitu dihalalkannya mengadakan hubungan seksual, 
haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya dan 
sebaliknya. Selain itu suami istri berhak saling mewarisi, wajib berperilaku yang baik 
dan anak mereka merupakan keturunan yang jelas dari suaminya. Adapun kewajiban 
suami istri sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami 
istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, saling 
mencintai, menghormati serta memberikan bantuan lahir batin. Mempunyai 
kewajiban mengasuh dan memelihara anak mereka, memelihara kehormatan dan 
bilamana melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 
(PA) serta memiliki kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri.
4
 
Meskipun dalam melangsungkan perkawinan itu bertujuan untuk selama-
lamanya, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya ada sebab 
tertentu yang mengharuskan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan.  Ada beberapa 
faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, diantaranya yaitu karena kematian. 
                                                          
3
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 14. 
4









Dalam kaitannya dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri dalam 
suatu rumah tangga, maka terjadi pula proses waris mewarisi sebagai hak dari suami 
istri tersebut. Jika suami  meninggal maka istri mewarisi harta dari suaminya 
begitupun sebaliknya. Selain itu anak keturunannya pun juga memperoleh hak waris 
mewarisi dari sebab hubungan pertalian kekeluargaan atau nasab. Sehingga ahli waris 
ini adalah orang yang ditetapkan dalam nash berhak mendapatkan harta warisan.
6
 
Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia 
dilarang melakukan tindakan hukum. Dan anak kecil yang dilarang melakukan 
tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal 
sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dan dalam hal ini adalah perwalian atas harta 
benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan dari orang tuanya. 
Sedangkan wali anak kecil adalah ayahnya sedangkan ibunya tidak mempunyai hak 
perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi‟i.7 
Perwalian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah ketika mereka masih kecil 
yang mereka belum pandai dan mengerti tentang hal yang berhubungan dengan 
pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti 
tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan 
                                                          
5
Mustafa Kamal, et al, Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih, (Yogyakarta: Citra 
Karsa Mandiri, 2002), h. 272.  
6
Mustafa Kamal, et al, Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih, h.323.  
7










                                 
                                      
                                       
                                    
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, 
harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai 
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu 
sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut 
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 
kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) 
melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) 
sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka 
hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang 
siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. 
Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka 
hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” 
Bagi orang islam di Indonesia, aturan tentang perwalian berlaku sebagai 
hukum positif yang digunakan di Pengadilan Agama. Perwalian diatur dalam KHI 
dan Undang-Undang (UU) RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam KHI 
dijelaskan pada BAB XV Perwalian pasal 107 dijelaskan bahwa perwalian itu hanya 
pada anak yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan 
perkawinan. Perwalian itu mengenai diri dan harta kekayaannya. Ketika wali itu tidak 
mampu atau lalai dalam menjalankan tugas perwaliannya. Pengadilan Agama dapat 
menunjuk kerabat terdekatnya menjadi wali. Dan wali itu diambil dari keluarga anak 
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tersebut atau orang lain yang dewasa, sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik atau bisa 
juga wali tersebut adalah suatu badan hukum.
9
 Dan pasal 50 UU RI No.1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun 
atau 16 tahun belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah 
kekuasaan orang tua, dia berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut 
mengenai pribadi anak itu dan harta bendanya”.10 
Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa, anak di bawah umur yang belum 
pernah melakukan perkawinan, membutuhkan seorang wali untuk mengurus dirinya 
dan harta bendanya. Dan perwalian itu secara otomatis berada di tangan orang tuanya. 
Hal ini diperjelas oleh pasal 47 UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:  
“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut 
kekuasaannya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala 
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”11 
Selanjutnya perwalian anak akan dikaitkan dengan kewarisan dalam Islam itu 
sendiri. Mengingat berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks dengan 
segala permasalahannya. 
Dalam hal perkara kewarisan yakni permohonan penetapan ahli waris, yang 
mana bila salah satu orang tua telah meninggal dunia lalu ingin menjual harta 
warisan, sedangkan anak yang mewarisi masih di bawah umur. Maka yang menjadi 
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walinya adalah kerabatnya. Namun untuk membuktikannya maka diperlukan lagi 
penetapan dari pengadilan mengenai perwalian tersebut. 
Data awal yang peneliti dapat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
Sebagai berikut: 
Tahun Perkara di Pengadilan Agama 
Kelas IA Makassar 
Perkara Perwalian Dalam 
Kewarisan di Pengadilan 
Agama Kelas IA  Makassar 
2014 2108 76 
2015 2400 83 
Jumlah 4508 159 
Sehubungan dengan data awal yang peneliti dapatkan  di atas, penulis tertarik 
untuk meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan perwalian anak terhadap  dalam 
perkara kewarisan terkait dengan penetapan perwalian bagi anak  dengan judul skripsi 
“Sistem Penetapan Perwalian Anak dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama 
Kls IA Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2015)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Fokus Penelitian 
 Judul skripsi ini adalah Sistem Penetapan Perwalian Anak dalam Perkara 
Kewarisan di Pengadilan Agama Kls IA Makassar (Studi Kasus 2014-2015). Peneliti 
akan meninjau proses penyelesaian perwalian anak dalam hal perkara kewarisan. 





Perwalian:  Segala sesuatu mengenai urusan wali, pemeliharaan dan 
pengawasan (anak yatim dan hartanya), pengasuh (Negara, 
daerah, dan sebagainya yang belum dapat berdiri sendiri)
12
 




Pengadilan Agama Makassar Klas IA: Pengadilan Agama yang berlokasi di 
Kota Makassar Sul-Sel   
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis 
merumuskan pokok masalah yaitu bagaimana Sistem Penetapan Perwalian Anak 
dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Kls IA Makassar (Studi Kasus 2014-
2015) yang terbagi dalam submasalah: 
1. Bagaimana kedudukan anak yang masih di bawah perwalian? 
2. Bagaimana kedudukan wali terhadap harta warisan anak dalam Perkara 
Kewarisan di Pengadilan Agama Kls IA Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan 
yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebelum 
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melakukan penelitian penulis telah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang 
berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya: 
Erni Nurosyidah menulis skipsi berjudul “Kedudukan Hukum Wali Dari Anak 
Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan” (Studi 
Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember No.95/Pdt.P/2010/PA.Jr). Dalam 
skripsi yang dibahas oleh penulis ini fokus kepada batasan-batasan wali untuk 
melakukan transaksi penjualan tanah waris milik anak dibawah umur, sedangkan 
dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan kepada alasan-alasan bagaimana bisa 
terjadinya suatu permohonan perwalian oleh ibu kandung dan membahas bagaimana 
pertimbangan dari pengadilan agama mengenai permohonan perwalian yang diajukan 
oleh ibu kandung. 
Skripsi ditulis oleh Nur Faridah yang berjudul “Analisis Hukum Islam 
terhadap Penetapan Hakim tentang Perwalian Atas Dasar Keinginan Saudari Sendiri”. 
Pada skripsi ini dijelaskan bahwa ketika suami istri (orang tua) itu masih hidup, 
mereka berkewajiban untuk merawat, mendidik anak-anak mereka dengan baik. 
Namun setelah meninggal harus ada wali yang mengurus anak-anak tersebut. 
Sehingga saudari sendiri dari anak tersebut (kakaknya) mengajukan penetapan 
menjadi wali dari anak tersebut. 
Skripsi ini ditulis oleh Aditya Pudjo Hadi yang berjudul “ Kedudukan Wali 
Dalam Mewakili Ahli Waris Dibawah Umur Dalam Tindakan Hukum Menjual 
Warisan Hak Ahli Waris “. Pada Skripsi ini dijelaskan tentang banyak terjadi harta 
warisan yang merupakan hak anak yang masih di bawah umur, kemudian diurus dan 





hukum, harta warisan tersebut adalah dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh anak di 
bawah umur tersebut. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan untuk menentukan 
status dan kedudukan wali dalam mewakili ahli waris yang masih dibawah umur 
dalam menjual warisan dan menentukan perlindungan hukum untuk ahli waris di 
bawah umur apabila wali melakukan tindakan hukum yang merugikan bagi ahli 
waris. 
Sejauh pengamatan penulis judul ini belum pernah dibahas oleh siapapun. 
Dan adapun perbedaan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya adalah dalam tulisan 
ini, Penulis meneliti tentang sistem penetapan perwalian anak dalam perkara 
kewarisan. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui kedudukan anak yang masih di bawah perwalian. 
b. Untuk mengetahui kedudukan wali terhadap harta warisan anak dalam 
Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Kls IA Makassar . 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaannya adalah: 
a. Kegunaan teoretis 
Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran  





khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memperbanyak khazanah 
keilmuan terkait perwalian dalam kewarisan. 
b. Kegunaan praktis 
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penetapan 
perwalian dalam perkara kewarisan dan penyelesaian perkaranya di 
pengadilan agama. 
2. Dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas 










A.      Pengertian Perwalian  
Menurut Alhabsyi Husen Perwalian (voogdij) berasal dari kata „wali‟ 
mempunyai arti orang lain selaku pengganti  orang tua yang menuntut hukum 
diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil-balig 
(berusia dibawah 18 tahun dan 16 tahun belum menikah). Sehingga perwalian  dapat  
diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam 
melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali dalam bahasa Arab berasal dari kata-
kata wilayah (kata benda) kata kerjanya walia yang artinya berkuasa.
25
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perwalian berasal dari kata „per‟ 
berarti satu. Sedangkan „wali‟ orang  yang  menurut hukum (agama, adat) diserahi 
kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
26
 
1. Perwalian adalah sesuatu yang berhubungan dengan wali, contoh 
pemeliharaan dan pengawasaan anak yatim berikut hartanya. 
2. Pembimbing (Negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri 
sendiri. 
Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan 
jamakawliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau 
pelindung.
27
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Pengertian  Perwalian istilah (terminologi) para pakar fuqaha (pakar hukum Islam) 
seperti diformulasikan wahbah al zuhaily ialah kekuasaan/ otoritas (yang dimiliki) 
seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus 
bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang mengurusi/ menguasai sesuatu 
(akad/ transaksi). Kata al-waliyy muannatsnya al-waliyyah dan jamaknya al-awliya, 
berasal dari kaa wala-yali-walyan-wa-walayatan, secara harfiah berarti yang 
mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan 
orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.
28
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa 
perwalian dapat dikatakan sebagai wakil dari kebutuhan seorang anak terhadap orang 
yang lebih dewasa terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan anak tersebut, 
sebatas pemeliharaan dirinya maupun harta bendanya. 
Selama anak tersebut menurut Undang-Undang untuk sementara waktu belum 
dibenarkan melakukan perbuatan hukum. 
Beberapa pendapat mengenai pengertian wali, antara lain menurut Sri 
Widoyati pemeliharaan anak-anak tergantung pada corak hukum kekeluargaan dalam 
hukum adat. Sri Widoyati memandang bahwa seorang anak yang menurut Undang-
Undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan 
hukum, maka anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau keluarga adat dari 
salah satu orang tua tersebut yang cakap melakukan perbuatan hukum. Misalnya 
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dalam masyarakat adat yang bercorak hukum keibu bapak-an, orang tua yang masih 
ada berkewajiban memelihara si anak bila orang tua meninggal, harus dari salah satu 
keluarga yang paling cakap dengan tidak mementingkan pihak keluarga ibu atau 
pihak keluarga ayah. Hal semacam ini terdapat disebagian besar kepulauan Indonesia, 
seperti Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
29
 
Sedangkan menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali yang 
mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang mempunyai arti orang 
lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang 
belum dewasa atau belum akhil-balig dalam melakukan perbuatan hukum.
30
 
Wali adalah wakil dari orang tua yang menyangkut kekuasaan sebagai orang 
tua terhadap anak dengan mengacu terhadap batasan-batasan yang diatur dalam 
Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Agar ada batasan antara orang tua 
pengganti (wali) terhadap pemeliharaan maupun kesejahteraan anak yang diwakili 
baik yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah maupun yang secara sukarela. 




1. Wali adhal 
Seorang wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki 
alasan yang dapat diterima. Si wanita dapat mengajukannya kepada wali hakim. 
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Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya 
dibawahnya tetapi langsung kepada wali hakim.  
2. Wali hakim  
Wali hakim adalah  adalah penguasa dari suatu negara atau wilayah  yang 
berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya. 
3. Wali Nasab  
Wali Nasab Adalah adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena 
adanya pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik dan Syafi‟i mengatakan bahwa 
wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.  
Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan 
sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu karena orang 
yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan 
izin memberi wakil  atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata 
pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) 
melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”.  Maka ketika itu, boleh 
wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu. Wakil wajib 
melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi 
wakil.  
Perwalian  tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan 
akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut 
harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara atau 
bahkan melakukan atau mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali tetapi tidak 





perwalian itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang justru menyimpang dari tujuan 
sesungguhnya lembaga perwalian. Padahal, aturan hukum mengenai perwalian telah 
lama ada sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Ketentuan perwalian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti 
diketahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga disebutkan 
pengertian perwalian, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan bahwa mereka yang 
belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
32
 
Perwalian terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun 
yayasan dan lembaga lainnya, merupakan sebab-akibat dari adanya kebutuhan anak 
yang menghendaki adanya perwalian baik yang ditunjuk oleh Pengadilan maupun 
perwalian yang dengan sendirinya dapat terjadi berdasarkan dimensi hukumnya. 
Dalam perwalian, hanya ada seseorang yang dapat ditunjuk sebagai wali, hal ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUHPerdata. 
B.       Dasar Hukum Perwalian 
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Perwalian bagi orang – orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa 
perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan 
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tersebut, dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah kawin. Perwalian menurut 
Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. 
Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 
perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk 
bertindak sebagai wali. Pembatalan perwalian lama dan penunjukan perwalian baru 
ini adalah atas permohonan kerabat tersebut. Untuk menjadi wali sedapat – dapatnya 
diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain. Syarat menjadi wali adalah harus 
sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Disamping orang 
perorangan, Badan Hukum juga dapat menjadi wali. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga 
terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada 
seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan 
kekayaan anak atau anak – anaknya sesudah ia meninggal dunia. Selanjutnya pasal 
109 menentukan, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak  perwalian seseorang 
atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada Pihak lain. Permohonan untuk itu 
diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut; pemabuk, penjudi, pemboros, 
gila, dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali 
demi kepentingan yang berada di bawah perwaliannya. 
Pasal 110 mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang yang 
berada di bawah perwaliannya, wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan 
dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali 





perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk 
itu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya 
dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. 
Dalam menjalankan tugasnya wali wajib membuat daftar harta benda anak yang 
berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 
perubahan – perubahan harta benda anak atau anak – anak itu. 
Apabila anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai usia 21 (dua 
puluh satu) tahun, maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya 
kepadanya. Dan setelah masa perwalian ini berakhir, Pengadilan Agama berwenang 
mengadili perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, 
tentang harta yang diserahkan kepadanya. Namun, wali dapat mempergunakan harta 
orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk 
kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma‟ruf kalau wali itu fakir. 
2. Menurut Hukum Syariat 
Al-Qur‟an dan Hadis dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai 
perwalian, Islam merujuk kepada Firman Allah swt mengenai pentingnya 
pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang 
telah ditinggalkan oleh orang tuanya. 
Dalam hal ini Allah berfirman QS Al-Nisa/4: 2
33
. 
                                      
     
Terjemahnya :  
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“ Dan berikanlah kepada anak – anak yatim (yang sudah dewasa) harta 
mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan 
janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan 
menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” 
Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang 
telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut 
secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta 
sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak – anak 
yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan 
dipelihara oleh walinya. Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan pada ayat QS. al-
Nisa/4:6 : 
                                   
                                  
                                        
                                         
                         
Terjemahnya:  
“Dan ujilah anak – anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, 
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa 
(diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari 
memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia 
makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan 
harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi – saksi. Dan 
cukuplah Allah sebagai pengawas”.34 
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Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam 
konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta 
mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat 
menjaga dan orang – orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya 
mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang 
menyala – nyala (Neraka). 
Selain itu, dalam berbagai hadits Nabi saw, juga telah menjelaskan mengenai 
ketentuan dan dasar hukum mengenai perwalian, Nabi saw bersabda yang artinya: 
“Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu : 
mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah 
kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim,lari 
dari medan perang, menuduh berzinah wanita mukmin yang memelihara 
kehormatannya (Shahih Bukhari – Muslim)”35. 
Di dalam hadis lain Rasulullah saw juga menyatakan tentang kedudukan 
hukum tentang perwalian. Nabi saw bersabda yang artinya: 
“Sesungguhnya tidak putus wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara 
perempuan ibunya.Saudara perempuan ibu menepati kedudukan ibu 
(HR.Bukhari)”36. 
3. Perwalian Menurut Hukum Adat 
Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, salah satu 
penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat 
mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya di 
terapkan di komunitas – komunitas penduduk Indonesia. Isinya termasuk deskripsi 
tentang apa yang dilakukan oleh komunitas, seperti serangkaian perintah tentang apa 
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yang harus dilakukan oleh anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, maka tiap 
bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya 
tidak sama. 
Menyangkut perwalian yang tidak berdasarkan pada hukum formal melainkan 
berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menunjuk wali berdasarkan 
komunitas masyarakat setempat sehingga penunjukan wali tidak memiliki kepastian 
hukum. Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua 
orang tua tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam 
perceraian, anak – anak masih berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. 
Demikian juga pada situasi meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan 
demikian, yang lebih memungkinkan terjadinya perwalian, adalah apabila kedua 
orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, dan anak yang ditinggalkan itu belum 
dewasa. Dengan meninggalnya kedua orang tua, anak – anak menjadi yatim piatu dan 
mereka semuanya tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. 
Pada masyarakat yang matrilineal, jika bapaknya meninggal dunia, maka 
ibunya meneruskan kekuasaannya terhadap anak – anaknya yang masih belum 
dewasa itu. Jika ibunya meninggal dunia, maka anak – anak tersebut berada dalam 
pengasuhan keluarga ibunya. 
Sedangkan pada masyarakat yang patrilineal pemeliharaan anak yang 
ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena meninggal dunia, berada di tangan 
kerabat dari pihak ayah (laki-laki).
37
 Di Tapanuli misalnya, jika bapaknya meninggal 
dunia, ibunya meneruskan memelihara anak –anaknya dalam lingkungan keluarga 
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bapaknya. Jika janda itu ingin pulang ke lingkungan sendiri ataupun ingin kawin lagi, 
maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum suaminya tetapi anak – 
anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga almarhum suaminya.
38
 
Pada dasarnya dalam hukum adat Indonesia tidak ada perbedaan dalam hal 
mengatur pemeliharaan si anak di satu pihak dan hal mengurus barang – barang 
kekayaan si anak di lain pihak. Pemeliharaan anak tidak hanya sebagai kewajiban si 
ibu atau si bapak saja, melainkan juga sebagai kewajiban sanak saudaranya yang 
lebih jauh. Oleh karena itu tidak tampak suatu peraturan hukum adat tertentu siapa 
yang menggantikan orang tua si anak dalam hal memelihara anak tersebut apabila 
orang tuanya telah tiada ataupun bercerai.
39
 
Penyelesaian soal-soal pemeliharaan si anak pada umumnya erat hubungannya 
dengan tiga macam corak kekeluargaan dan perkawinan yang ada di Indonesia. Corak 
keibuan, garis kekeluargaan si ibu dan dalam corak kebapaan garis kekeluargaan si 
bapak, yang ada peranan penting dalam hal memelihara si anak, sedang dalam corak 
keibu bapaan garis kekeluargaan si ibu dan si bapak keduanya pada hakikatnya ada 
peranan yang sama kuatnya.
40
 
4. Perwalian Menurut KUHPerdata 
Landasan hukum tentang perwalian dalam KUHPerdata telah disebutkan pada 
Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. 
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KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. 
Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa : “perempuan bersuami tidak boleh 
menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika 
suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat 
digantikan dengan kekuasaan dari hakim. 
Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUHPerdata: 
“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin 
dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si 
perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim 
telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau 
tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan – tindakan perdata 
berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga 
dan atau tindakan – tindakan itu pun bertanggung jawab pula”. 
Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur 
tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata 
dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali. Tetapi berkaitan 




Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 365 a (1) KUHPerdata 
bahwa dalam hal badan hukum diserahi perwalian maka panitera pengadilan yang 
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menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan 
perwalian dan kejaksaan. 
Akan tetapi jika pengurus badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya 
sebagai wali. Selain itu, pasal 379 KUHPerdata mengatur tentang golongan orang 
tidak dapat menjadi wali yaitu: 
1. Mereka yang sakit ingatan (krankzninngen);  
2. Mereka yang belum dewasa (minderjarigen);  
3. Mereka yang berada di bawah pengampuan (curatele);  
4. Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari 
perwalian, namun yang demikian hanya anak – anak yang belum dewasa, 
yang mana dengan ketetapan hakim mereka telah kehilangan kekuasaan 
orang tua atau perwalian;  
5. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, 
bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap 
anak – anak atau anak tiri mereka sendiri.  
C. Macam-Macam Perwalian 
Ada 3 macam perwalian yaitu: 
a. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, Pasal 345-354 
KUHPerdata. Pasal 345 KUHPerdata menyatakan: “ Apabila salah 
satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap 





orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau 
dipecat dari kekuasaan orang tuanya”. Namun pada Pasal ini tidak 
dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan 
perkawinan putus karna perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, 
bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya 
ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas 
anak-anak tersebut. 
b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau 
akta tersendiri. Pasal 355 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa: “ 
orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau 
perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang 
wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu 
tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun 
karena putusan Hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 ayat 5 
KUHPerdata”. Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang 
menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat 
wali kalau perwalian tersebut masih terbuka 
c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim Pasal 359 KUHPerdata 
menentukan : “semua Minderjarige yang tidak berada dibawah 
kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan 
ditunjuk seorang wali oleh pengadilan”.42 
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D. Asas-asas Perwalian 
Di dalam sistem perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
ada dikenal beberapa asas, yakni: 
1. Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid) 
Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 
331 KUHPerdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua 
hal, yaitu: 
a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling 
lama (langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi 
medevoogd atau wali serta, pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang 
mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
E. Asas persetujuan dari keluarga 
Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga 
tidak ada maka tidak diperlukan persetujan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga 
kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
F. Tugas dan Kewajiban Wali 
Adapun kewajiban wali adalah: 
a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 





dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat 
dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos. 
b. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang 
diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata). 
c. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasa1 335 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata). 
d. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun 
oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata). 
e. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen 
dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasilatau 
keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura 
dengan izin Weeskamer. (pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata). 
f. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata 
dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
g. Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik menderjarigen 
setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut. 
Pengawasan atas diri siapapun (orang yang menentukan perwalian). Dalam 
pasal 383 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Setiap wali harus 
menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikanterhadap pribadi si belum dewasa 





tindakan. ”Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi 
perwaliannya. Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan , “si belum dewasa harus 
menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban 
menghormati si walinya. 
Pasal 383 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan: 
“pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata”. Namun 
demikian pada keadaan tertentu pun ia dapat bertindak sendiri atau didampingi 
oleh walinya, misalnya dalam hal pun ia itu akan menikah. 
Barang-barang yang termasuk pengawasan wali menurut pasal 385 (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau 
diwariskan kepada siapun dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang 
pengurus atau beberapa pengurus. 
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan,yaitu: 
1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian 
berakhir karena: 
a. Si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig). 
b. Matinya si anak. 
c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya. 
d. Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui. 
2. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat 
berakhir karena: 





b. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 
KUHPerdata). 
Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang 
memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan 
sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan 
hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, 
bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa 
hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu 
meninggalnya seseorang akan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang 
bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang 
meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya 
peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan. 
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja 
di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan 
masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan 
di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui 
garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun 
pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau 
pendekatan ahli-ahli hukum Islam sendiri. 
G. Kedudukan Wali Terhadap Harta Warisan Anak yang Belum Dewasa 
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Apabila dalam sebuah perkawinan dikaruniai  seorang anak maka secara 





perkawinan itu. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang 
sangat penting kedudukan dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai 
amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, 
mendidik dan memenuhi keperluanya sampai dewasa. Orang tua berkewajiban 
terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu: memelihara, mengasuh, 
mendidik, menjaga dan melindung. 
Apabila orang tua sudah tidak ada lagi (meninggal dunia) atau apabila dicabut 
kekuasaannya sebagai orang tua maka kekuasaan untuk mengurus kepentingan si 
anak tersebut berpindah ketangan seorang wali. dengan kata lain, si anak belum 
dewasa ditarih dibawah perwalian. Segala kepentingan sianak menjadi urusan wali, 
baik mengenai diri pribadi si anak maupun harta bendanya. 
Segala kepentingan anak yang belum dewasa, berada dibawah perwalian atau 
diwakili oleh wali. Hal ini karena semata-mata karena anaknya belum dewasa karena 
dia belum mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. Jadi supaya perbuatan 
pengurusan kepentingan si anak termasuk termasuk harta bendanya berjalan dengan 
baik maka perlu diwakili oleh seseorang yaitu wali. Untuk menjadi wali bagi anak 
yang belum dewasa diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan dilakukan 
melalui penetapan pengadilan. 
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak 
untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk 
kepentingan yang terbaik bagi anak yang berada dibawah perwaliannya. Namun 
apabila anak yang belum dewasa tersebut belum mendapat penetapan pengadilan 
mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh BHP atau 





Seorang wali mempunyai kewajiban terhadap anak yang berada dibawah 
perwaliannya. Kewajiban tersebut adalah: 
1. Wali berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya 
dengan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya. 
2. Wali harus seagama dengan anak dan wajib menghormati agama dan 
kepercayaan anak yang berada dibawah pengasuhannya. 
3. Wali wajib memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan 
(bagi  anak perempuan yang dibawah penguasaannya) melaksanakan peran 
sebagai wali nikah. 
4. Wali wajib mengelola harta milik anak yang berada dibawah perwaliannya. 
5. Wali wajib membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak yang berada 
dibawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 
perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada dibawah 
perwaliannya. 
6. Wali dilarang atau menjuan atau mengalihkan hak atau mengadaikan barang-
barang tetap yang memiliki anak yang berada dibawah perwaliannya kecuali 
apabila demi kepentingan anak dan anak yang berada  dibawah perwaliannya 
kecuali apabila demi kepentingan anak dan anak yang berada dibawah 
perwaliannya menghendaki. 
7. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang 






8. Apabila wali terpaksa menjual harus ada izin dari mahkamah Syari‟ah. 
9. Wali yang miskin diperbolehkan untuk  mengunakan harta anak yang berada 
dibawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makanannya sehari-hari. 
10. Wali berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta anak yang berada 
dibawah  perwaliannya jika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau telah 
menikah, atau  dipandang  telah dewasa. 
Seseorang yang akan ditunjuk jadi wali haruslah memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan seperti: 
1. Warga Negara Indonesia 
2. Sudah dewasa 
3. Sehat jasmani, rohani dan social 
4. Adil, jujur dan berkelakuan baik 
5. Mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi 
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak. 
Ada 5 (lima) golongan orang yang tidak dapat atau dikecualikan menjadi wali, 
yaitu: 
1. Orang yang sakit ingatan 
2. Orang yang masih dibawah umur 
3. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan 






5. Para ketua, wakil ketua, Sekretaris Balai Harta peninggalan kecuali 
menjadi wali atas anak-anak atau anak tiri dari pejabat anak itu sendiri. 
Seseorang yang hendak melepaskan diri dari perwalian harus memohon 
pembebasan dari hakim yang memerintahkan perwalian  di Pengadilan Negeri tempat 
tinggalnya. Pemohon diwajibkan mengajukan  permohonan dalam tenggang waktu 30 
hari  sejak hari mulai berlakunya  perwalian itu bila pemohon  berdiam di Indonesia, 
dan dalam tengang waktu sembilan puluh hari  bila pemohon berada diluar Indonesia. 
Namun pemohon tidak dapat diterima apabila perwalian itu dibebankan kepada 
pemohon atas dasar pernyataannya sendiri, bahwa ia sanggup menerima perwalian 
itu. Hakim mengambil ketetapan tanpa banding. Meskipun wali telah mengemukakan 
alasan-alasan untuk melepaskan diri, wali tersebut masih wajib memangku perwalian 
itu sampai diambil keputusan  terakhir  tentang  alasan-alasan itu.  
H. Pengertian Kewarisan  
Pengertian Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala 
sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada 
keluarganya yang masih hidup.  
Dalam hal ini Allah berfirman QS Al-Nisa/4: 33
43
. 
                                
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“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 
karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang 
yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka 
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. 
Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang  Pemindahan hak 
Pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. 
Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang 
memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan  
sistem dan bentuk hukum yang berlaku  dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan 
hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, 
bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa 
hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu 
meninggalnya seseorang akan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang 
bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang 
meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak  dan kewajiban sebagai akibat adanya 
peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan. 
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja 
di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan 
masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan 
di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui 
garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi 
dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendekatan ahli-ahli 
hukum Islam sendiri. 
 





Syariat  Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat 
baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda 
milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik 
ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan 
menurut hukum Islam yaitu, "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang 
meninggal dunia dalam keadaan bersih ". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi 
oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi 
dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang 
diakibatkan oleh  wafatnya si peninggal waris. Pengertian hukum waris menurut  
Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang 
mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan 
barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada 
keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. 
Dalam Kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan semua ketentuan hukum 
mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak 
seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. 
Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut furudul-
muqaddarah (bagian yang ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-orang yang 
tidak termasuk ahli waris. Salah satu Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada 
Al-Qur'an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan 
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                           
                    
Terjemahnya: 
"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya 
dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta”. 
 
J. Ahli Waris Menurut Hukum Islam  
Sistem  kewarisan mengenal beberapa penggolongan ahli waris, baik sistem 
kewarisan perdata, kewarisan adat, maupun kewarisan Islam. Menurut M. Idris 
Ramulyo (1994:186-189), ahli waris dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:  




a. Dzawwil furudh, yakni orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu 
pada waktu tertentu, misalnya ayah memperoleh harta peninggalan 1/6 
(seperenam) apabila ada anak.  
b. Dzawwul qarabah, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan tidak 
tertentu dalam waktu tertentu atau atau orang-orang yang menerima harta 
terbuka atau mendapat bahagian sisa setelah diberikan kepada dzawwil faraid, 
misalnya anak laki-laki menerima harta peninggalan seluruhnya apabila dia 
mewaris sendirian atau berbagi sama banyak atas semua bila dia dua orang 
atau lebih.  
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c. Mawali, atau ahli waris pengganti yaitu orang-orang yang menerima warisan 
sebagai pengganti menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia, 
misalnya cucu laki-laki atau  wanita melalui anak laki-laki atau anak wanita 
mewaris baik dari datuk maupun dari neneknya.  




a. Dzawwil furudh, yakni orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu 
pada waktu tertentu. Menurut A. Assaad Yunus bahwa yang dimaksud dengan 
dzawwil furudh ialah ahli waris yang telah mempunyai bahagian-bahagian 
yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadits Nabi Muhammad saw. 
b. „Asabah, yaitu sekumpulan orang-orang (laki-laki) yang mewarisi harta 
peninggalan. Pengertian asabah yang semula berarti semua anggota laki-laki 
dalam usbah yang kemudian menimbulkan tambahan pengertian asabah bil 
ghairih, yang semula hanya asabah bin-nafsih. Secara etimologi asabah ialah 
pembela, penolong atau pelindung. Sedang secara terminologi diartikan 
sebagai ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan dengan tidak 
ditentukan bahagiannya. Kelompok asabah ini terdiri dari tiga macam. 
Pertama, „asabah bin-nafsih yaitu orang  yang  menjadi  asabah dengan  
sendirinya  secara  otomatis, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak 
laki-laki dan lain-lain. Kedua, asabah bil-ghairih, yaitu orang-orang yang 
menerima harta peninggalan yang semula sebagai dzawwil furudh, kemudian 
menjadi asabah karena ada orang  lain. Misalnya anak wanita yang mewaris 
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bersama anak laki-laki. Ketiga, „asabah ma‟al-ghairih, yaitu orang-orang 
yang menerima harta  peninggalan yang semula sebagai dzawwil furudh, 
kemudian menjadi asabah ma‟al ghair karena mewaris bersama orang lain. 
Misalnya saudara wanita  kandung  semula berfungsi dan menerima harta 
peninggalan sebagai dzawwil furudh mewaris bersama ahli waris lain yang 
bukan asabah.  
c. Dzawwul Arham, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan 
pewaris melalui garis wanita. Dalam arti luas ialah setiap orang yang 
mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi bukan dzawwil furudh dan 







A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 
ilmiah, yang didasarkan pada metode,  sistematika dan pemikiran tertentu yang 
bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 
jalan menganalisanya.
56
 Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian  Field Research 
Kualitatif  Deskripstif. Penelitian  ini menginterpretasikan atau menerjemahkan 
dengan bahasa penelitian yang diperoleh dari informan  dilapangan sebagai wacana 
untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan menghubungkan 
variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian
57
. 
2. Lokasi Penelitian. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini Kantor 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar. Pilihan lokasi tersebut didasarkan pada 
pertimbangan  bahwa  instansi tersebut  menyimpan  dokumen yang diperlukan oleh  
penulis. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pedekatan Yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah 
yang akan diteliti.  
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2. Pendekatan Teologi Normatif (Syar‟i) yaitu pendekatan terhadap Hukum 
Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan para hakim  
Pengadilan Agama Makassar.  
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia pada instansi atau 
lembaga tempat penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 
analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya 
jawab atau komunikasi melalui percakapan dengan respondenya itu pihak  yang 
terkait langsung dengan objek yang diteliti. Sasaran wawancara adalah orang yang 
informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan biasa menyampaikan 
gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna dalam memahami 
apa yang sedang terjadi dalam hal ini bertukar informasi dan ide melalui proses 








2. Studi Dokumen 
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati, mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
dokumen dan arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
58
 
3. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun 
sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang 
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
pertanyaan 
b. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan 
kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu 
pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengelolah data adalah sebagai 
berikut: pertama, adalah identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap 
data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang 
diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang 
sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengelahan data selanjutnya 
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dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut 
ke dalam kerangka pembahasan yang telah disiapkan berdasarkan rumusan masalah 
agar dapat dipertanggungjawabkan. ketiga, verifikasi data yakni meneliti keabsahan 
data. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 






PENETAPAN PERWALIAN ANAK DALAM PERKARA KEWARISAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil Pengadilan Agama Makassar Klas I A 
Kewenangan hakim diminimalisir dan diserahkan kepada qadhi atau hal-hal 
yang menyangkut perkara syariah agama islam. Wewenang qadhi ketika itu  termasuk 
Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara 
nikah. 
Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi qadhi, yakni 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 
Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, qadhi lain yang dikenal ialah K.H. 
Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.  Sholeh adalah qadhi terakhir, 
jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak 
mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran 
 pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu 
dipimpin oleh Hamente. 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, 
yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada 
dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah 
Makassar. 
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 
menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan 





tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu 
kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu qadhi diberi gelar Daengta Syeh 
kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 
1. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957 
Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah 
Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah 
Syariah” adapun wilayah yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan 
pada penjelasan berikut: 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar 
mempunyai batas-batas seperti berikut: 
a. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 
b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 





Gambar 1. Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar. 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu 




2. Keadaan Gedung Pengadilan Agama Makassar 
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama 
Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. 
Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m
2 
untuk Rencana 
Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana 
peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan 
SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh 
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perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka 
pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan 
pindah tempat ke gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 
Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M
2 






3. Keadaan Pegawai dari Masa ke Masa 
Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar 
dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai 
(SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan 
susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. 
Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma. 
Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi 
Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) 
dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 
orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena 
berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah 
pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya 
jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama 
Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa: 
a. Ketua Pertama: K.H. Chalid Husain (Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1962) 
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b. Ketua Kedua: K.H. Syekh Alwi Al Ahdal (Periode Tahun 1962 s/d Tahun 
1964) 
c. Ketua Ketiga: K.H. Haruna Rasyid (Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1976) 
d. Ketua Keempat: K.H. Chalid Husain (Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1986) 
e. Ketua Kelima: Drs. H. Jusmi Hakim, S.H (Periode Tahun 1986 s/d Tahun 
1996) 
f. Ketua Keenam: Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H (Periode Tahun 1996 
s/d Tahun 1998) 
g. Ketua Ketujuh: Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H (Periode Tahun 1998 s/d 
Tahun 2004) 
h. Ketua Kedelapan: Drs. H. M. Tahir R, S.H. (Periode Tahun 2004 s/d Tahun 
2005) 
i. Ketua Kesembilan: Drs. Anwar Rahmad, M.H. (Periode Tahun 2005 s/d tahun 
2008) 
j. Ketua Kesepuluh: Drs. Khaeril R, M.H. (Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010) 
k. Ketua Kesebelas: Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H (Periode Tahun 
2010 s/d 2013) 
l. Ketua Duabelas: Drs. H. Usman S,SH (Periode Tahun 2013 s/d 2014) 
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Gambar 2. Foto susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar dari masa ke masa 
4. Visi dan Misi 
Adapun Visi pengadilan Agama Makassar adalah “Terwujudnya Pengadilan 
Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum 
dan keadilan menuju supremasi hukum.” 
Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih 
dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun 
pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN 
merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya 
suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat 





Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar kedepan 
terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan 
hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan 
masyarakat. 
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses 
penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan 
profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang 
diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi 
hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. 
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, 
maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi 
tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 
a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 
b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 
c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan 
d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.65  
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5. Struktur Organisasi 
B. Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama Klas I A Makassar 




1. Surat permohonan 
Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan 
hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak 
mengandung sengketa. Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat 
secara tertulis. Bagi penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan 
menulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua 
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Pengadilan Agama sebagai majelis hakim yang artinya dewan yang mengemban 
tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas. sedangkan hakim 
majelis berarti orang atau dewan yang memeriksa dan memutus perkara. Ketua 
Pengadilan Agama kemudian memerintahkan kepada hakim untuk mencatat segala 
sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon, maka gugatan atau 
permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua atau hakim yang menerimanya, 
didasarkan pada ketentuan atau pasal 120 HIR. Gugatan atau permohonan yang 
dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau pemohon (pasal 118 ayat 
(1) HIR). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa khusus, maka surat 
gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh kuasa hukumnya (pasal 123 
HIR). Seseorang yang mempunyai pertalian darah atau keluarga memasukkan 
permohonan perwalian anak dibawah umur di pengadilan agama agar diproses lebih 
lanjut 
2. Surat Kuasa 
Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari perseorangan 
atau pejabat kepada orang atau pejabat sehingga pihak yang diberi wewenang dapat 
bertindak mewakili pihak yang memberi wewenang atau kekuasaan. Surat kuasa 
dibuat karena ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang memberikan 
kuasa dan pihak yang diberi kuasa. Pihak yang memberi kuasa harus menyebutkan 
jenis pelimpahan kekuasaan, atas nama organisasi atau atas nama pribadi. Surat kuasa 
yang dibuat untuk mewakili seorang pejabat di dalam suatu organisasi termasuk surat 
organisasi, sedangkan surat kuasa yang dibuat atas nama pribadi termasuk surat 
pribadi. Membuat surat kuasa perwalian untuk wali anak di bawah umur kepada 






3. Surat Pernyataan 
 Surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisi 
pernyataan dirinya atau menerangkan orang lain bahwa orang tersebut pernah atau 
tidak pernah melakukan sesuatu. Ada juga pengertian lain, yaitu surat pernyataan 
adalah pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan atau kesanggupan 
seseorang atau kelompok untuk menanggung segala risiko yang berkaitan 
dengannnya. Surat pernyataan yang menyangkut aspek hukum harus di tulis di atas 
kertas segel atau kertas biasa yang di bubuhi materai. Dengan hal itu juga terkandung 
pengertian bahwa surat pernyataan yang menyangkut aspek hukum hanya di buat oleh 
seseorang yang telah dewasa. Dalam hal membuat surat pernyataan perwalian anak 
berupa putusan seorang wali sebagai pemohon agar di tetapkan sebagai wali atau ahli 
waris. 
Suatu Penetapan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan 
bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in 
kracht). Suatu penetapan dikatakan in kracht ialah apabila upaya hukum seperti 
verzet, banding, kasas,  tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah 
habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya 
hukum terhadap penetapan yang telah in kracht tidak ada lagi kecuali permohonan 
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat 
tertentu sekali. 
Kemudian dalam hal penetapannya di atur pula pada Menurut Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga terjadi karena adanya 





Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak – 
anaknya sesudah ia meninggal dunia. KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian 
yang dilakukan oleh badan hukum. Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa 
badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali. Tetapi berkaitan dengan hal 
tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan 
oleh pengadilan. Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk  
memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU  Perkawinan pasal 45 ayat 
1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: 
1)    Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka      
sebaik- baiknya. 
2)     Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekatnya menjadi wali. Dan 
wali itu diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, sehat, adil, 
jujur, dan berperilaku baik atau bisa juga wali tersebut adalah suatu badan hukum. 
berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai salah 
satu hakim yang pernah menangani perkara tersebut memaparkan bahwa: 
  “penetapan wali anak dibawah umur dilakukan karena anak tersebut belum   
cakap secara hukum dalam mewakili dirinya sendiri sebagai ahli waris. 
Sehingga mereka yang masih berada dibawah umur memerlukan kuasa 
insidentil”.67  
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Penetapan perwalian diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan ataupun 
penyalahgunaan atas hak seseorang yang tidak beritikad baik. Dalam hal perkara 
kewarisan yakni permohonan penetapan ahli waris, yang mana bila salah satu orang 
tua telah meninggal dunia lalu ingin menjual harta warisan, sedangkan anak yang 
mewarisi masih di bawah umur. Maka yang menjadi walinya adalah kerabatnya 
Menurut beliau wali yang sudah tidak ada sehingga meminta kepada keluarga 
terdekat untuk mewakilinya bertindak secara hukum sebagai wali oleh hakim.
68
 Hal 
ini dilakukan untuk mencegah orang lain dari luar garis keluarga untuk mencampuri 
urusan internal dalam keluarga. 
Perwalian terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun 
yayasan dan lembaga lainnya, merupakan sebab-akibat dari adanya kebutuhan anak 
yang menghendaki adanya perwalian. Dalam penetapan perwalian menurut Bapak Dr. 
H. Sukri HC.,M.H mengatakan; 
  “yang menyangkut orang tua tidak diperlukan persetujuan. Tapi jika di   
berikan kepada orang lain maka di perlukan persetujuan pihak keluarga dan jika 
wali dari orang lain itu lalai maka pihak keluarga dapat mengajukan pembatalan 
perwalian di pengadilan agama”. 
 Ini sangat penting dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini, 
baik itu untuk sang anak ataupun pihak keluarga tentunya. 
 
Melihat kebutuhan sekarang ini Bapak Dr. H. Sukri HC.,M.H mengatakan pula: 
“di butuhkan seorang wali anak di bawah umur sebagai ahli waris jika anak 
tersebut membutuhkan kegiatan pencairan dana di bank sebagai orang yang 
cakap dalam hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di 
mata hukum”. 
Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum 
melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan 
                                                          
68
 Dr. H. Sukri HC, MH., Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, Wawancara, 





tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah, begitupun dalam hal pengajuan 
permohonan di pengadilan agama bapak Dr. H. Sukri HC, M.H. mengutarakan 
pendapatnya yaitu: 
“Syarat – syarat mengajukan permohonan perwalian seperti adanya silsilah 
keluarga, kartu keluarga beserta lampiran – lampiran lainnya yang akan di 
jelaskan oleh pihak pengadilan agama, dalam penyertaan surat diatas sebagai 
bukti bahwa si pewaris benar telah meninggal dunia dan membuktikan bahwa 
benar sang ahli waris adalah keluarga pewaris atau memenuhi syarat sebagai 
ahli waris” 
Kemudian syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan seyogyanya dapat 
dipenuhi oleh pihak yang terkait. 
 Sedangkan menurut bapak Dr. H. Sukri HC, M.H. dalam hal memeriksa 
ataupun memberi putusan biasanya terdapat faktor atau keadaan yang membatasi, 
menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran kekuatan yang memaksa 
pembatalan pelaksanaan yaitu seperti: 
“Adapun kendala- kendala dalam menetapkan wali atau ahli waris biasa terjadi 
jika sang ahli waris yang ditunjuk tidak menerima putusan dikarenakan 
keberatan jika nanti harta yang didapatkan berkurang tapi dalam hal putusan 
perwalian jarang terjadi kendala yang berarti” 
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya 
tergantung kepada kita sendiri, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yg dilakukan 
dengan tanggung jawab. Kemudian Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan 
atau dilaksanankan.  
Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. 
Sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan 
tersebut dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan ini harus dilakukan agar 





 Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. dengan hak yang 
dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan 
kepentingannya. sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan 
pendidikan. Dengan pendidikan, kita akan mewujudkan cita-cita kita. 
             Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. artinya, kita tidak boleh 
terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Sebaliknya, negara juga tidak boleh 
berlaku sewenang-wenang dengan menuntut warga negara menjalankan 
kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak-hak mereka, menurut Dr. H. Sukri HC, 
M.H hak dan kewajiban para wali ialah: . 
“salah satu hak dari wali yang di tunjuk yaitu berhak memanfaatkan sebahagian 
harta milik anak yang dibawah perwaliannya, sedangkan kewajibannya yaitu 
memelihara anak dan hartanya sampai anak yang tersebut dapat dianggap dapat 
bertanggung jawab serta mandiri dalam mengurus hartanya sendiri” 
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan pula salinan penetapan perwalian untuk 
lebih mengetahui dan memahami permasalahan dalam skripsi ini. 
1. Kedudukan Pihak 
Dalam perkara Penetapan Perwalian Anak nomor 599/Pdt.P/2015/PA Mks yaitu 
Becce binti Baco, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan 
tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sinassara, No. 143, RT. 007, RW. 007, 
Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut 
Pemohon. Dan Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W20-
A1/4065/Hk.05/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015, untuk menjadi penerima kuasa 
insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa 
yaitu sebagai berikut Sabang bin Abdul umur 23 tahun, Ani  binti Abdul 18 tahun, 
Baso bin Abdul 8 tahun, Asse binti Abdul 4 tahun,  Asso bin Abdul 3 tahun. 





a. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Abdul bin Bora, telah meninggal dunia, 
sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kaluku 
Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor: 63/07.1005/LKB/X/2015, 
tanggal 22 Oktober 2015 yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum. 
b. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sekali dengan seorang 
perempuan yang bernama Becce binti Baco, pada tanggal 23 Januari 1991 
yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, 
Kabupaten Soppeng, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 323/25/I/1991, 
tanggal 31 Januari 1991, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang 
masing-masing bernama: Sabang bin Abdul, Ani  binti Abdul, Baso bin Abdul, 
Asse binti Abdul,  Asso bin Abdul. 
c. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah 
meninggal dunia, Ayah Almarhum yang bernama Ibrahim meninggal dunia 
pada tahun 2006 sedangkan ibu Almarhum, yang bernama Madina telah 
meninggal dunia pula pada tahun 2008. 
d. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris 
yang masing-masing bernama: Becce binti Baco, Sabang bin Abdul, Ani  binti 
Abdul, Baso bin Abdul, Asse binti Abdul,  Asso bin Abdul. 
e. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya 
ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mengurus harta 
peninggalan Almarhum, diantaranya untuk mengalihkan tabungan Almarhum 






f. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon 
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan 
Pemohon sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum (Abdul bin Bora), yang 
masing-masing bernama: 
a. Becce binti Baco (Istri),  
b. Sabang bin Abdul (anak), 
c. Ani  binti Abdul (anak),  
d. Baso bin Abdul (anak),  
e. Asse binti Abdul (anak),  
f. Asso bin Abdul (anak), 
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah 
mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut : 
1. Foto Copy Silsilah Keturunan Almarhum Abdul tertanggal 26 November 2015, 
yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, 
Kota Makassar,  yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang 
oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi 
tanda P.1. 
2. Foto Copy  Kutipan Akta Nikah Nomor 323/2159/1991 tertanggal 31 Januari 1991 





secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan 
aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2. 
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371072103120009 an. Abdul, tanggal 29 Maret 
2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota 
Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh 
Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,  kemuian diberi 
tanda P.3. 
4. Foto Copy  Surat Kartu Tanda Penduduk an. Abdul dan Sabang, yang telah diberi 
meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan 
dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4. 
5. Foto Copy Akta Kelahiran an. Baso  No. 7371.AL.2010.033318 tertanggal 1 
Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Makassar, 
yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis 
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5. 
6. Foto Copy Akta Kelahiran an. Ani, No. 3396/UM/CS/1997 tertanggal 13 
Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota 
Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh 
ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi 
tanda P.6. 
7. Foto Copy Akta Kelahiran an. Sabang, No. 994/UM/CS/1992 tertanggal 21 April 
1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Makassar, yang 
telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis 





8. Foto Copy Surat Kelahiran an. Asse, No. 165/07.1005/LKB/IX/2015 tertanggal 27 
Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kota Makassar, 
yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis 
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8. 
9. Foto Copy Surat Kelahiran an. Asso, No. 164/07.1005/LKB/XI/2015 tertanggal 27 
Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kota Makassar, 
yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis 
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9. 
10. Foto Copy Surat Keterangan Kematian tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor 
63/07.1005/LKB/X/2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah  Kaluku 
Bodoa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua 
majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda 
P.10. 
11. Foto Copy  Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 17 Nopember 2015, yang 
diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kaluku Bodoa, yang telah diberi meterai 
secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan 
aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.11. 
12. Foto Copy  Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 17 Nopember 2015, yang 
diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kaluku Bodoa, yang telah diberi meterai 
secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan 
aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.12. 
Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 





1. Saksi I,  umur 48 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang  pada 
pokoknya sebagai  berikut :  
a. Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon. 
b. Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Becce bint Baco dan suaminya 
bernama Abdul bin Bora. 
c. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (Abdul bin Bora) 
dikaruniai 5 orang anak bernama Sabang bin Abdul, Ani  binti Abdul, 
Baso bin Abdul, Asse binti Abdul,  Asso bin Abdul. 
d. Bahwa suami Pemohon bernama Abdul telah meninggal dunia pada bulan 
Oktober 2015 di Kota Makassar. 
e. Bahwa bapak kandung almarhum Abdul  bernama Bora sudah meninggal 
dunia pada tahun 2006, sedang ibu kandungnya bernama Madini 
meninggal pada tahun 2008. 
f. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris  adalah untuk 
kelengkapan berkas dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Abdul 
di Bank BNI. 
g. Saksi II,  umur 23 tahun, dibawah sumpahnya menerangkan yang  pada 
pokoknya sebagai  berikut :  
1. Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon. 
2. Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Becce binti Baco dan suaminya 
bernama Abdul bin Bora. 
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (Abdul bin Bora) 
dikaruniai 5 orang anak bernama Sabang bin Abdul, Ani  binti Abdul, 





4. Bahwa suami Pemohon bernama Abdul telah meninggal dunia pada 
bulan Oktober 2015 di Kota Makassar. 
5. Bahwa bapak kandung almarhum Abdul bernama Bora sudah 
meninggal dunia pada tahun 2006, sedang ibu kandungnya bernama 
Madini meninggal pada tahun 2008. 
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris  adalah 
untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan harta peninggalan 
almarhum Abdul di Bank BNI. 
Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan tidak 
keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun 
lagi dan memohon penetapan; 
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang 
tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
penetapan ini. 
MENIMBANG 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  sebagaimana 
terurai di muka; 
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya 
mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri almarhum Abdul bin Bora, telah 
meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015, dan semasa hidupnya Almarhum 
pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Becce binti baco, 
pada tanggal 23 Januari 1991 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-
masing bernama Sabang bin Abdul, Ani binti Abdul, Baso bin Abdul, Asse binti 





Menimbang, bahwa pada saat almarhum Abdul bin Bora masih hidup, kedua 
orang tua Almarhum telah meninggal dunia, Ayah Almarhum yang bernama Bora 
meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan ibu Almarhum yang bernama Madini 
telah meninggal dunia pula pada tahun 2008. 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, 
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti 
P.12) dan dua orang saksi masing-masing Saksi I dan Saksi II. 
Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Foto Copy Silsilah Keturunan Abdul bin 
Bora, bukti ini menunjukkan silsilah keturunan pewaris Abdul bin Bora. 
Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto Copy buku Kutipan Akta Nikah, atas 
nama Abdul bin Bora, bukti ini menunjukkan bahwa Abdul bin Bora telah menikah 
dengan Suriani binti Salese pada tanggal pada tanggal 23 Januari 1991 di Kabupaten 
Soppeng. 
Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Foto Copy Kartu Keluarga an. 
Abdul dan KTP an. Abdul, bukti ini menunjukkan bahwa almarhum Abdul semasa 
hidupnya berdomisili di Jalan Sinassara Rt. 07/RW.07 Kelurahan Kaluku Bodoa, 
Kecamatan Tallo, Kota Makassar. 
Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P7, P.8, dan P.9. adalah Foto Copy Akta 
Kelahiran dan Surat Kelahiran an. Sabang, Ani, Baso, Asse dan Asso, bukti ini 
menunjukkan bahwa almarhum Abdul dengan isterinya Becce binti baco telah 
mempunyai 5 orang anak. 
Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Foto Copy Surat Kematian an. Abd. 
Halim, bukti ini menunjukkan bahwa Abdul meningal dunia pada tanggal 22 Oktober 





Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 adalah Foto Copy Surat Pernyataan 
Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris, bukti ini menunjukkan bahwa para ahli waris 
dari almarhum Abdul bersepakat hendak melakukan pengurusan transaksi keuangan 
an. Almarhum Abdul di Bank BNI. 
Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga 
telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. 
Menimbang, bahwa ke 2 orang saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon 
adalah isteri almarhum Abdul bin Bora dan  Abdul bin Bora meninggal dunia pada 
tahun 2015 di Makassar dan meninggalkan isteri bernama Becce binti baco dan 5 
orang anak bernama Sabang bin Abdul, Ani binti Abdul, Baso bin Abdul, Asse binti 
Abdul dan Asso bin Abdul. 
Menimbang, bahwa bukti kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa orang tua 
almarhum Abdul bin Bora bernama Bora meninggal pada tahun 2006 dan ibunya 
bernama Madini meninggal pada tahun 2008, terbukti kedua orang tua almarhum 
Abdul bin Bora telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Abdul bin 
Bora. 
Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang masih hidup pada saat 
pewaris meninggal dunia, oleh karena bapak almarhum bernama Bora dan ibunya 
bernama Madini terbukti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Abdul bin Bora, 
sehingga keduanya tidak termasuk ahli waris dari Abdul bin Bora.  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila 
dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan 





tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai 
ketentuan Pasal 309 R.Bg.  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon serta bukti-bukti 
tertulis dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai 
berikut: 
1. Bahwa Abdul bin Bora (pewaris), selama hidupnya pernah menikah dengan 
Becce binti baco. 
2. Bahwa bahwa Abdul bin Bora meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015 
di Makassar. 
3. Bahwa Abdul bin Bora dengan isterinya Becce binti baco mempunyai 5 orang 
anak bernama Sabang bin Abdul, Ani binti Abdul, Baso bin Abdul, Asse binti 
Abdul dan Asso bin Abdul. 
4. Bahwa bapak kandung almarhum Abdul bin Bora bernama Bora dan ibunya 
bernama Madini telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Abdul bin Bora. 
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris  adalah untuk 
ditetapkan sebagai ahli waris dan mengurus harta peninggalan almarhum 
Abdul bin Bora di Bank BNI. 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam 
menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan 
ketentuan Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan 





telah meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang, 1 orang isteri bernama Becce binti 
baco dan 5 orang anak kandung bernama Sabang bin Abdul, Ani binti Abdul, Baso 
bin Abdul, Asse binti Abdul dan Asso bin Abdul. 
Menimbang,  bahwa  tujuan Pemohon  atas  Penetapan  Ahli  Waris dari 
Pengadilan  Agama  ini  digunakan  untuk  mengurus kelengkapan berkas dalam 
pengurusan harta peninggalan almarhum Abdul bin Bora di Bank BNI. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka 
permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris Almarhum Abdul bin Bora dapat 
dikabulkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), 
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. 
Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang 
berkenaan dengan perkara ini. 
                                                    MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Abdul bin Bora yang 
meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015, adalah: 
2.1. Becce binti baco (isteri). 
2.2. Sabang bin Abdul (anak). 
2.3. Ani binti Abdul (anak). 
2.4. Baso bin Abdul (anak). 
2.5. Asse binti Abdul (anak). 





3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).  
 Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bila mana 
terjadi penetapan ahli waris maka yang menjadi ahli waris yang masih berada 
dibawah umur akan dikuasakan oleh Ibunya, sebab ahli waris yang masih berada 
dibawah umur tidak cakap dalam hukum dan belum dapat mewakilkan dirinya sendiri 
jadi dapat diwakilkan oleh ibunya. Adapun dalam perkara lain nomor 
807/Pdt.P/2014/PA Mks tentang penetapan perwalian ahli waris terhadap harta 
peninggalan yang ditinggalkan kedua orangtua Pemohon dan Nomor 
20/Pdt.P/2016/PA Mks tentang perwalian penetapan Ahli Waris terhadap harta 
peninggalan salah satu orangtua dari pemohon dan mewakili anak yang masih berada 
dibawah umur. 
C. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perwalian Anak dalam Perkara 
Kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Tahun 2014-2015 
Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya perwalian dalam 
perkara penetapan ahli waris hampir selalu berbeda. Setiap hakim memiliki alasan 
dan kiblat masing- masing. Menganut aliran hukum dan dasar hukum yang digunakan 
juga beragam. Hal tersebut yang membuat pertimbangan hakim dalam memutus suatu 
perkara berbeda dalam setiap kasus. Untuk lebih jelasnya, maka saya mencoba 
merangkum beberapa pertimbangan hakim setelah melakukan penelitian data dan 






1. Maksud dan tujuan diajukannya permohonan atas suatu perkara harus jelas. 
Terpapar dengan sistematis maksud dan tujuannya sehingga memudahkan 
hakim dalam memeriksa suatu perkara. 
2. Hubungan nasab yang terjalin sah dan benar menurut hukum dan agama 
diantara pihak yang berkepentingan dalam permohonan. 
3. Memastikan dengan benar dan sesuai prosedur semua pihak yang 
berkepentingan telah memenuhi syarat menurut hukum dan agama. 
4. Pembuktian yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan 
yang berlaku dalam peraturan yang sah. 
5. Keabsahan dokumen- dokumen pemerintah yang diajukan sebagai pelengkap 
dalam proses pemeriksaan dan pengurusan hal- hal dikemudian hari. Seperti 
akta kelahiran dan surat kematian. 
6. Kesepakatan yang bersamaan oleh semua pihak yang berkepentingan. 
Sehingga tujuan yang dinginkan adalah satu tujuan yang sama. 
7. Kesesuaian antara dalil hukum, pembuktian dan fakta hukum yang ditemukan 
oleh para hakim. Sehingga tidak terjadi keganjilan dan terjadinya hubungan 
antara variable yang dibutuhkan dalam memutus suatu perkara. 
8. Dasar hukum yang diperlukan dan sesuai dengan masalah. Apabila tidak ada 
dasar hukum yang mengatur jelas, maka hakim tidak boleh memutus suatu 
perkara yang tidak jelas dasar hukumnya. 
9. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta 








1. Wali  berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta orang di bawah 
perwaliannya, kemudian menurut hukum Islam dan hukum positif meliputi 
perwalian terhadap diri pribadi anak dan perwalian terhadap harta bendanya. 
Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus 
kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara , serta memberi  
pendidikan  dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup pemberian 
pengobatan bila anak sakit dan pemenuhan segala kebutuhan hidup lainnya. 
Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. 
Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk 
mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah 
hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya 
selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah 
selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu 
mengurus diri sendiri. 
2. Proses perwalian anak-anak dilakukan untuk lebih menguatkan posisi 
perwalian tersebut, melalui adanya surat kuasa wali anak-anak ini 
diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang 
mereka asuh, termasuk untuk menjamin pendidikan mereka. Untuk itu, wali 
terhadap anak tersebut diberikan akses kepada harta warisan si anak. tugas 





warisan yang dimiliki sang anak dan kemudian mencatatanya. Tentunya 
proses pencatatan ini sebaiknya melibatkan beberapa saksi agar bisa 
dipertanggungjawabkan jika sianak sudah cukup umur dan bisa mengelola 
sendiri harta miliknya. Wali boleh saja menggunakan harta warisan tersebut 
demi kelangsungan hidup mereka jika keadaan mendesak, misalnya ketika 
kehidupan perekonomian si wali untuk sementara ini memang tidak 
memungkinkan memberi kehidupan yang baik bagi si anak. Dalam kondisi 
seperti itu, si wali bisa menggunakan sedikit harta warisan si anak untuk 
menunjang kehidupan mereka. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dalam penetapan perwalian ahli waris yang masih berada dibawah umur 
perlu didampingi ahli waris yang sudah dewasa sesuai dengan syariat islam 
dan hukum islam, agar mereka mendapat pemahaman dan penjelasan 
sejelas-jelasnya. 
2. Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan perwalian ahli waris 
harusnya menilai dengan teliti sebelum mengambil putusan atas alasan 
permohonan dan perwalian anak yang terdapat dalam penetapan ahli waris 
tersebut digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas dalam pengurusan 
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